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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
menjelaskan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang
mewakili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
kematian. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman, kesadaran masyarakat
dalam kepemilikan akta kematian dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam
kepemilikan akta kematian di kecamatan Kuta raja Kota Banda Aceh. Pendekatan
penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan
pemahaman dan kesadaran dalam akta kematian di kecamatan Kuta raja Kota Banda
Aceh, banyak masyarakat yang sudah mengetahui program pembuatan akta kematian,
akan tetapi masyarakat tidak mengetahui manfaat dari akta kematian tersebut, dan
kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian masih minim. Hal ini di
karenakan masih belum maksimal sosialisasi dari pemerintah ataupun aparatur
Gampong. Adapun partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di
kecamatan Kuta raja pada tahun 2016 s/d 2017 masih rendah, yaitu dari upaya yang
dilakukan oleh pemerintah terkait santunan untuk masyarakat yang sudah meninggal
yang di tetapkan pada tanggal 26 April 2018 terdapat peningkatan pada tahun 2018,
sebagian besar masyarakat Kutaraja sudah melaporkan kematian. Namun masyarakat
yang meninggal sebelum tanggal 26 April 2018 tidak bisa mendapatkan santunan
yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Akta Kematian
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penduduk adalah kumpulan orang-orang yang menepati wilayah di dalamnya yang

terdapat aturan-aturan dari pemerintah wilayah tersebut, bisa dikatakan penduduk merupakan

komponen yang paling penting dalam suatu wilayah.1 Setiap penduduk atau masyarakat

mempunyai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya, seperti kelahiran

anak, penggantian nama, pengakuan anak ataupun pengesahan anak, perkawinan, perceraian,

kematian ataupun peristiwa lainnya. Peristiwa-peristiwa seperti itu wajib dicatatkan karena jika

terjadi sesuatu, ke depan pasti akan selalu melibatkan hukum ataupun masyarakat setempat.

Mengingat karena kewajiban tersebut, maka dari itu diperlukan peraturan untuk

mengaturnya. Peraturan tersebut yaitu peraturan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga

yang mempunyai kewenangan untuk mengatur peristiwa yang di alami oleh masyarakat,

lembaga yang di maksud yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1

ayat 13 dijelaskan bahwa “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk

yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi

pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”.2

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga wajib dilaporkan kepada pencatatan sipil

agar jika seseorang yang ada bersangkutan atau ada berkepentingan maka mempunyai bukti

yang jelas terkait peristiwa tersebut, sehingga hak hukum seseorang jelas dan tegas. Secara

garis besar, sebagai kepatuhan masyarakat kepada hukum yang telah ditetapkan, maka dari itu

1 Sofyan Anwar Mufid, Ekologi Manusia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 189
2 UU Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan.
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peristiwa penting itu patut dicatat oleh lembaga Pencatatan Sipil, di dalam Undang-Undang

Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.3

Kebanyakan masyarakat sekarang menyepelekan sebuah akta kematian. Menurut

mereka akta kematian itu tidak penting, yang di maksud dengan tidak penting di sini adalah

mereka menggagap bahwa orang yang sudah meninggal tidak perlu lagi untuk mengurus akta

kematian tersebut. Akan tetapi, masih juga terdapat masyarakat masih ada yang tidak

mengetahui seberapa pentingnya akta kematian tersebut. Akta kematian adalah salah satu

peristiwa yang wajib di daftarkan di dinas kependudukan dan catatan sipil.

Dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 44 ayat 1 menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang

mewakili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

kematian”.4 Apabila Pelapor kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai

dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah). Dampak bagi masyarakat yang tidak mengurus akta kematian akan

mengalami kendala dalam hal mengurus penetapan ahli waris, mengurus pensiun janda/duda,

mengurus klaim asuransi dan melaksanakan perkawinan kembali. Sedangkan bagi pemerintah

akan terjadi penggelembungan data yang tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif), hal ini

berpengaruh pada data daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum baik pilkada atau pilpres.

Qanun Aceh No 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Paragraf 3 pasal 38 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh

keluarga, ahli waris atau yang mewakili kepada Pemerintah Gampong selambat-lambatnya 3

(tiga) hari, sejak tanggal kematian”.

3 Undang-undang Dasar 1945.
4 UU Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan.
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Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh bahwasanya mereka baru mendapatkan surat

edaran dari pemerintah pada bulan april tahun 2018, sedangkan kebijakan tersebut sudah

diterapkan di disdukcapil Banda Aceh pada tahun 2015.5 Jumlah penduduk saat ini di

Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh Januari 2018 berjumlah 14366 jiwa, adapun jumlah

yang wajib KTP berjumlah 9357, sedangkan jumlah KK yaitu 4337 KK.6

Dari hipotesa awal peneliti menemukan bahwa masyarakat Kutaraja masih kurang

berpartisipasi dalam kepemilikan akta kematian. Hipotesa ini diperkuat berdasarkan hasil

diskusi awal yang diperoleh dari salah satu pegawai kantor Camat menyatakan bahwa

masyarakat yang membuat akta kematian di kecamatan Kuta raja Kota Banda Aceh masih

sangat minim.

Berpegang dari informasi yang ada, maka skripsi ini menarik untuk dikaji lebih dalam

terhadap bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Kecamatan

Kuta Raja Kota Banda Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka masalah yang terdapat di dalam

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta

kematian di Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh?

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Kecamatan

Kuta Raja Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

5 Geuchik Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, tgl 31 Mei 2018.
6 Kantor Camat Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, tgl 31 Mei 2018.
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam

kepemilikan akta kematian di Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta

kematian di Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Sebagai sumber bagi ilmu pengetahuan.

2. Dapat dijadikan dasar acuan untuk membangun Ilmu pengetahuan khususnya

dalam bidang pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan,

khususnya bagi lembaga atau instansi pemerintah.

2. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dalam memahami

pentingnya akta kematian sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam mengurus akta kematian.

3. Diharapkan penelitian ini sebagai masukan untuk aparatur Gampong dalam

meningkatkan soaialisa dan pelayanannya terhadap masyarakat khususnya

dalam pembuatan akta kematian.
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1.5 Penjelasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang

terdapat dalam judul proposal, maka perlu dijelaskan istilah-istilah operasional yang menjadi

variable penting dan proposal sebagai berikut:

1. Partisipasi

2. Masyarakat

3. Kepemilikan

4. Akta kemataian

Ad. 1. Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran dan emosi seseorang dalam situasi

kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha

mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.7

Ad. 2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang menepati suatu Wilayah saling

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu dan saling terikat sesamanya.8

Ad. 3. Kepemilikan

Kepemilikan adalah hak milik seseorang atas benda yang dimilikinya yang

menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk berinteraksi

secara langsung selama tidak ada halangan Syara’.

7 Sastroporto Santoro, partisipasi komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan,
bandung:alumni, 1998, hlm.12.

8 Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2000,. Hlm.144-146
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Ad. 4. Akta kematian

Akta Kematian adalah suatu akta yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil untuk membuktikan secara pasti bahwa seseorang sudah meninggal.

1.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari penelusuran yang telah penulis lakukan terkait dengan akta kematian,

saat ini ada beberapa terdapat tulisan-tulisan yang terkait. Namun penulis belum menemukan

tulisan yang berkaitan langsung dengan kajian partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta

kematian.

Di antara tulisan-tulisan terkait dengan akta kematian yang penulis temukan adalah

skripsi oleh Siti Lidrianti yang berjudul “(Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman

Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo Kecamatan Negeri

Katon Kabupaten Pesawaran)”, yang diterbitkan pada tahun 2017.9 Menyatakan bahwa

Rendahnya minat warga desa dalam mengurus akta kematian dikarenakan minimnya

pemahaman masyarakat tentang fungsi dari akta kematian itu sendiri, padahal akta tersebut

berhubungan erat dengan status hukum seseorang. Pemahaman masyarakat yang kurang

tentang prosedur pembuatan akta kematian merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan

rendahnya minat masyarakat dalam membuat akta kematian. Dari hasil penelitian tersebut

menjelaskan bahwa masih adanya terdapat pengaruh tingkat pemahaman tentang pembuatan

akta kematian terhadap minat pembuatan akta kematian pada masyarakat di desa Purworejo

Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Skripsi oleh Siti Khairunnisa yang berjudul “(Prosedur Penerbitan Akta Kematian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)”,

9 Siti Lidrianti, “Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat
Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2017.
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2015. Menyatakan bahwa Prosedur penerbitan akta kematian di kota Medan, yaitu Pemohon

datang ke Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir Pelaporan

Kematian (FPM-Orang Asing) dan melampirkan persyaratan yang diperlukan. Petugas

registrasi Pencatatan Sipil menerima dan meneliti FPM-Orang asing beserta berkas pelaporan

dan persyaratan; melakukan proses pencatatan dan penandatanganan register Akta Kematian,

termasuk 2 (dua) orang saksi; melakukan perekaman data kematian dan penerbitan Kutipan

Akta kematian; penandatanganan register akta dan kutipan akta kematian oleh Kepala instansi

pelaksana; menyerahkan kutipan akta kematian kepada pemohon; Menyimpan Register Akta

Kematian dan berkas persyaratan pelaporan kematian; Mengirimkan perubahan data

kependudukan ke Kecamatan. Dan Kendala dalam penerbitan akta kematian di kota Medan

antara lain aspek landasan hukum Pemerintah dalam melaksanakan proses pelayanan publik

dalam penerbitan dokumen kependudukan sangat lamban dalam merespon berbagai

perkembangan yang terjadi.10

Selanjutnya jurnal oleh Nindya Alvina dan Dyah Lituhayu yang berjudul “(Implementasi

Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)”, 2017.

Menyatakan bahwa target pencatatan akta kematian masih belum tercapai dikarenakan dari

pihak masyarakatnya sendiri hingga saat ini masih memiliki pola pikir bahwa jika seseorang

sudah meninggal maka urusannya sudah selesai jadi tidak perlu melaporkan dan mengurus

tentang kematian dan juga masih rendahnya tingkat kesadaran mereka akan seberapa

pentingnya kepengurusan akta kematian tersebut. selain itu juga ada di beberapa wilayah masih

belum merasakan seberapa pentingnya akta kematian tersebut, karena menganggap di

daerahnya akta kematian memang tidak memberikan efek apapun bagi dirinya, seperti

masyarakat suku-suku pedalaman.11

10 Siti Khairunnisa “Prosedur Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan”, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. 2015

11 Nindya Alvina dan Dyah Lituhayu, “Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil”, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Deponegoro, 2017.
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Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan program pencatatan akta

kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Semarang pada dasarnya sudah sesuai

dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang dan surat edaran yang di terima dari

pemerintah pusat yang kemudian seharusnya di disposisikan dan di sosialisasikan kepada

pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Akan tetapi masih adanya faktor

penghambat di bagian masyarakatnya seperti sikap masyarakat sebagian besar masih acuh

untuk tertib administrasi kependudukan walaupun secara teori masyarakat sudah mengetahui

seberapa penting tingkat kewajiban mengurus dan memiliki dokumen kependudukan.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi atau jurnal yang pernah diteliti adalah skripsi ini

ingin meneliti bagaimana pasrtisipasi masyarakat terhadap akta kematian, sedangkan skripsi

dan jurnal yang pernah ada meneliti tentang pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman

masyarakat terhadap akta kematian dan implementasi program pencatatan akta kematian di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan skripsi yang terdahulu menggunakan jenis

penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1.1 Pelayanan publik

Kegiatan pelayanan merupakan suatu kegiatan yang menitikberatkan pada upaya

memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Dalam arti sempit, pelayanan publik adalah

suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka

tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun kemitraan dengan

swasta. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi

langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan

pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal,

cara atau hasil pekerjaan melayani.1

Pelayanan publik diartikan sebagai segala kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan dasar sesuai dengan hak – hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu

barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

yang terkait dengan kepentingan publik.2

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada

penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat tentu saja dengan

tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal

ini birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini

bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya

diharapkan oleh masyarakat.

1 Poltak Sinambela. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi
Jakarta : Bumi Aksara, 2006. Hlm.5

2 Saiful Arif. Reformasi Pelayanan Publik. Malang : Averroes Press. 2008. Hlm. 3



Berdasarkan Keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun

2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, disebutkan bahwa dalam

penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan tidak berbelit–belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan, kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :

a. Persyaratan teknis dan administratif pelayan publik

b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan

pelayanan publik.

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian waktu

Pelaksaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah

ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar,tepat dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memeberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik/pejabat yang ditunjuk bertanggung

jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam

pelayanan publik.

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kerja,

peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana

teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).



8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh

masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telematika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan Pemberi pelayanan harus bersikap

disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan yang ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih,

rapi, lingkungan yang indah, sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung

pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain – lain.

1.2 Konsep Partisipasi

1.2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” adalah pengambilan bagian

atau pengikutsertaan. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada

pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.3 Partisipasi yaitu sebagai

kesediaan untuk membantu kelancaran suatu program tanpa berarti mengorbankan kepentingan

sendiri.4

Sebagian juga berpendapat bahwa partisipasi itu sebagai upaya peran serta masyarakat

dalam suatau kegiatan, baik dalam bentuk kegiatan atau pernyataan.5 Maka dari pengertian

yang telah dipaparkan di atas penulis menyimpulkan bahwa pengertian partisipasi yaitu

pengambilan bagian atau pengikutsertakan agar mencapai tujuan.

3Yulianto Kadji, Metode Penelitian Administrasi, Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama,
2016, Cet.1. hlm.112.

4 Mubyanto, ekonomi pancasila lintas pemikiran , Yogyakarta : Aditya Media, 1997, hlm.35.
5 Mardijono, persepsi dan partisipasi nelayan terhadap pengelolaan kawasan konservasi laut kota

batam, program pasca sarjana manajemen sumberdaya pantai universtas diponegoro, semarang, 2008,. Hlm.19.



Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai sebuah proses yang melibatkan setiap

individu, keluarga, dan masyarakat di dalam perencanaan dan pelaksaan aktivitas pengendalian

vector di tingkat lokal untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut memenuhi kebutuhan

masyarakat setempat dan prioritas penduduk yang tinggal di masyarakat, serta

mempromosikan kemandirian masyarakat dalam dalam kaitannya dengan pengembangan

kegiatan itu sendiri. Singkatnya, partisipasi masyarakat melibatkan pembentukan peluang yang

besar yang memungkinkan semua anggota masyarakat dan masyarakat yang lebih luas untuk

secara aktif berperan serta dalam memengaruhi pengembangan kegiatan ini dan juga

menikmati manfaat yang didapat secara merata.

Partisipasi masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang tinggal di dalam satu wilayah

dengan mengikutsertakan dalam proses menyelesaikan masalah supaya terselesaikan. Penting

partisipasi masyarakat adalah karena masyarakat lah yang mengetahui semua permaslahan

yang telah terjadi di kalangannya.

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan merupakan suatu hak dari

masyarakat. Partisipasinya masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat terjalinnya sinergi

antara warga dan pemerintah untuk menjalankan suatu program.6

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dala proses pengidentifikasian

masalah dan potensi yan ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang

alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses

mengevaluasi perubahan yang terjadi.7

Partisipasi masyarakat ada juga yang berpendapat bahwa:

6 Aris Tri Cahyo Purnomo, Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata,
Universitas Yogyakarta, 2015,. Hlm.24.

7 Johan Septiana, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan
Cibadak Kabupaten Lebak, serang banteng : 2013, hlm.29-30.



“partisipasi masyarakat adalah ketersediaan masyarakat untuk membantu
berhasilnya setiap program sesuai kemampuan masyarakat tanpa mengorbankan
kepentingan setiap individu”.8

1.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat masyarakat berikan dalam suatu program

kegiatan yaitu partispasi buah pikiran, partisipasi benda, partisipasi tenaga dan partispasi dalam

proses pengambilan keputusan.

Bentuk partisipasi meliputi:9

1. Pikiran

Bentuk partisipasi pikiran yaitu partisipasi melalui buah pikiran atau melalui

pengetahuan yang di miliki oleh seseorang untuk mendorong sebuah proses yang ingin

mencapai tujuan yang baik. Sumbangan pikiran diarahkan kepada penataan cara

pelayanan dari lembaga atau badan yang ada, sehingga dapat memenuhi sosial yang

baik dalam masyarakat.

2. Tenaga

Bentuk dari tenaga yaitu dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan-pelaksanaan

usaha yang dapat memberi sebuah keberhasilan dalam suatu kegiatan

3. Keahlian

Keahlian dalam bentuk partisipasi yaitu suatu skil atau keahlian yang di miliki

seseorang untuk bidang tertentu yang bisa membuat sebuah kegiatan lebih berkembang

atau lebih baik.

8 Taliziduhu Ndraha,. 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal
Landas.Yogyakarta : PT.RINEKA CIPTA. Hlm.105

9 Sastroepotroe Santoro, Partisipasi Dan Komunikasi, Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan
Nasional. Bandung: Alumni, 1988. Hlm.16.



4. Barang dan uang

Partisipasi ini adalah untuk memperlancar kebutuhan masyarakat yang

memerlukan bantuan, dan juga memberika alat-alat kerja untuk kelangsungan kegiatan.

Ada beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat

berupa:10

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat

2. Melibatkan diri pada diskusi kelompok

3. Melibatkan diri pata kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi

masyarakat lain

4. Mengambil bagian dari proses pengambilan keputusan

5. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

Partisipasi masyarakat di bedakan dalam empat jenis, yaitu:11

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partispasi ini bersifat sangat penting karena pengambilan keputusan merupakan

suatu proses pemilihan bersama dengan menyeluruh, dan juga dibutuhkan

kesepakatan dan mufakat, karena bagaimanapun demi kenyamanan dan

kepentingan bersama. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini sangat penting,

karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi

pembangunan. Apabila masyarakat merasa dilibatkan dalam penentuan arah dan

orientasi pembangunan maka mereka cenderung akan lebih mempunyai rasa

10 Totok mardikanto dan poerwoko soebiato, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan
publik, bandung: Cv Alfabeta, 2014.hlm.84.

11 Siti irine astute dwiningrum, Disentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Hlm.61.



tanggungjawab untuk ikut melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi apabila

masyarakat merasa tidak diikutsertakan, akan sulit bagaimana meyakinkan

masyarakat bahwa program itu sebenarnya untuk memenuhi program masyarakat.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini adalah salah satu sumber dalam penentuan keberhasilan suatau

program itu sendiri.

3) Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan

Partisipasi ini terkait dengan kualitas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai.

4) Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan

dengan baik atau tidak.

Partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat

didalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana

masyarakat berada sebagai posisi bawahan. Sedangkan partisipasi horizontal adalah di mana

masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa di mana setiap anggota/kelompok

masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam

melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.12

Tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan

pengaruh perencanaan dari yang tertinggi hingga terendah yaitu :13

1. Citizen Control (Kontrol Masyarakat)

12 Siti irine astute dwiningrum, Disentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Hlm.61.

13 Kurnia Ibnu Azhari. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan Dalam Program
Meighbourhood Development (Studi Kasus Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. Fakultas
Teknik. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2011. Hlm.42-43.



Pada tingkat ini, masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau

kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

2. Delegated Power (Pelimpahan Kekuasaan)

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan

keputusan dominan pada rencana atau program tertentu.

3. Partnership (Kerjasama)

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi

antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan.

4. Placation (Perujukan/Penentraman)

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun

beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan.

5. Consultation (konsultasi)

Tipe ini mngundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada

mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi yang penuh

dari masyarakat.

6. Informing (informasi)

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung

jawab, dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting

dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat.

7. Therapy (terapi/penyembuhan)

Dengan berkedok ingin melibatkan peran serta masyarakat dalam proses

perencanaan,para ahli memperlakukan anggota masyarakat seperti proses

penyembuhan pasien dalam terapi.

8. Manipulation (manipulasi)



Tingkat partisipasi ini merupakan partisipasi yang paling rendah, yang

memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan

persetujuan dalam berbagai badan penasehat.

1.2.3 Tipe-tipe partisipasi

Ada dua tipe partisipasi yaitu:14

1. Partisipasi bebas

Partisipasi bebas adalah suatu perbuatan yang melibatkan dirinya sendiri tanpa ada

pemaksaan. Sebagaimana partisipasi bebas di bagi menjadi dua yaitu spontan dan

terbujuk, partisipasi spontan dilakukan dengan keinginan sendiri tampa ada

pengaruh dari orang lain ataupun pengajakan dari lembaga-lembaga. Partisipasi

terbujuk adalah dilakukan dengan jika sudah di pengaruhi oleh orang lain.

2. Partisipasi terpaksa

Partisipasi terpaksa adalah terjadi apabila orang-orang di paksa dengan aturan-

aturan hukum.

1.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi setiap orang yang ingin ikut serta dalam

melibatkan dirinya untuk kegiatan-kegiatan yang ada dalam kalangan masyarakat. Dimana

faktor itu dapat mendukung keberhasilan suatu kegiatan dan juga dapat menjadi penghambat

bagi kegiatan program yang ada dalam kalangan masyarakat.

Ada dua faktor yang menjadi pendorong dan penghambat seseorang untuk

berpartisipasi, yaitu kemauan seseorang, keahlian, dan kesempatan seseorang. Sedangkan yang

14 Johan Septiana, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan
Cibadak Kabupaten Lebak, serang banteng : 2013, hlm.29-30.



menjadi penghambat adalah berasal dari faktor internal, berasal dari diri setiap individu seperti

usia, pendidikan, pengasilan, pekerjaan jenis kelamin, dan eksternal yaitu kebalikan dari

internal seperti kepentingan klompok.15

1.3 Akta Kematian

1.3.1 Pengertian Akta Kematian

Akta Kematian adalah catatan kematian seseorang. Akta adalah sebuah surat yang

dibuat yang telah di tandatangani oleh pihak yang berkewajiban untuk keperluan orang

tersebut.16 Sedangkan kematian menurut Poerwadarmita adalah “kematian berasal dari kata

mati yang berarti hilang nyawanya atau tidak hidup lagi”.17 Jadi berdasarkan pengertian Akta

dan Kematian dari para ahli di atas maka penulis menyimpulkan akta kematian secara umum

adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan

secara pasti tentang kematian seseorang. Akta kematian merupakan sebuah akta yang

diterbitkan dan di tanda tangani oleh orang yang mempunyai wewenangan seperti pejabat yang

ada di kantor catatan sipil menyangkut peristiwa meninggalnya seseorang.

1.3.2 Manfaat Akta Kematian

Manfaat atau fungsi akta kematian adalah Untuk mengurus warisan dan juga untuk

mengurus tunjangan keluarga, untuk mengurus pensiun bagi pegawai (janda/duda), untuk

15 Daviyant Dea, “partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan karang jati kecamatan
balik papan tengah”, Universitas Ulawarman, Balikpapan, 2013,. Hlm.383-384.

16 Pitlo, A. 1995. Hukum Waris Buku Kesatu. Diterjemahkan oleh F. Tengker. Bandung: PT. Cipta

Aditya Bakti, hlm.56
17 Poerwadarminta, W.J.S. 2014. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga.

Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 752



mengurus Taspen, untuk melaksanakan pencatatan perkawinan (cerai mati), untuk mengklaim

Asuransi Jiwa dan juga Asuransi Jasa Raharja dan juga untuk pencairan Dana/Tabungan Bank.

1.3.3 Dasar Hukum Akta Kematian

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Undang Undang

Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Qanun Aceh No 6 Tahun 2008

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.3.4 Prosedur dan persyaratan pelaporan kematian

1. Kematian ditempat domisili

Persyaratannya adalah pertama surat pengantar dari RT dan RW untuk

mendapatkan surat keterangan Desa/Lurah, kedua yaitu keterangan kematian dari

dokter/paramedic, KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan, identitas 2 (dua) orang

saksi, akte kelahiran yang meninggal bagi yang memiliki.

Cara mengurus surat akta kematian yaitu dengan cara penduduk datang ke

petugas Registrasi di Desa/kelurahan dan mengisi formulir surat keterangan kematian,

kepala desa/lurah meneruskan formulir surat keterangan kematian ke Unit Pelaksanaan

Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal Unit Pelaksanaan

Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada, Kepala

Desa/Kelurahan mengirimkan formulir Surat Keterangan Kematian ke Kecamatan

untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota,

pejabat Penacatatan Sipil pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mencatat dalam Register Akta dan menerbitkan

Kutipan Akta Kematian, pejabat Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta Kematian

Kepada pemohon, atau mengirimkan melalui Desa/Kelurahan.



1. Kematian di luar wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Persyaratannya adalah Surat keterangan Kematian dari dokter/paramedik,

fotocopy paspor, dan identitas lain. Cara mengurus surat akta kematian yaitu dengan

cara Kematian dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat, dilaporkan

pada perwakilan Republik Indonesia, apa bila Negara setempat tidak melayani, maka

pelapor mengisi formulir kematian pada Pejabat Konsuler untuk dicatat dalam Register

dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, pelaporan sekembalinya di Indonesia pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat domisili untuk dicatat dan direkam

dalam data base kependudukan.

2. Kematian yang tidak diketemukan jenazahnya

Persyaratannya adalah Berita acara pemeriksaan dari kepolisian, penetapan

pengadilan. Cara mengurus surat akta kematian yaitu dengan cara pelapor/pemohon

datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan mengisi

formulir Surat Keterangan Kematian dengan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan

dari Kepolisian, pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten/Kota mencatatkan dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan

Kutipan Akta kematian.18

1.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

Kependudukan Pasal 44 ayat 1 menyebutkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh

keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal kematian, maka setiap warga negara di wajibkan untuk mengurus akta kematian

agar terdata. Saat ini menjadi masalah serius adalah tidak terdatanya setiap orang yang

18 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh.



meninggal dunia, maka itu akan membuat pemerintah mengalami permasalahan di bidang

pendataan. Maka untuk saat ini pemerintah dituntut agar lebih baik meyelesaikan masalah

pengurusan akta kematian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitan

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Deskriptif Kualitatif ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

diamati.1 Yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman, kesadaran, maupun

partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian. Metode deskriptif adalah metode

yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan suatu hasil penelitian tetapi tidak

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.2 Penelitian deskriptif mempelajari

segala sesuatu yang melibatkan masyarakat, situasi-situasi dalam masyarakat, kegiatan-

kegiatan serta pengaruh-pengaruh dalam fenomena.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data

denganobservasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi adalah amatan awal dari

penyimpulan masalah, Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data bersumber dari

jurnal, buku-buku dan artikel ilmiah, dan sebagainya. Wawancara merupakan pengumpulan

data dari hasil wawancara langsung dengan informan terkait apa yang ingin ditanya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan meneliti permasalahan sesuai dengan

judul yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan di kecamatan Kuta Raja kota Banda Aceh,

terdiri dari enam Gampong yaitu, Keudah, Pelanggahan, Merduati, Gampong Jawa, Gampong

Pande, Lampaseh Kota. Dipilihnya lokasi ini karena di kecamatan Kuta Raja ini masih sangat

1 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media, 2016, hlm.22.

2 Sugiyono. Metode penelitian administrasi. Bandung, alfabeta. 2005



rendah masyarakat yang mengurus akta kematian, bahkan dari pihak disdukcapil sendiri masih

belum banyak mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurus akta kematian.

gambar 1 Peta Kecamatan Kuta raja Tahun 2018

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan

psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah

mengandalkan pengamatan dan ingatan di penelitian.3 Yang menjadi bahan

pengamatan peneliti adalah partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta

kematian. Penulis akan mengobservasi apa saja yang terjadi dilapangan tentang

3Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2014,
Cet.5, hlm. 52



partisipasi masyarakat berdasarkan informasi yang penulis terima dari aparatur

gampong, masyarakat, dan staf dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Wawancara

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.4

Adapun yang diwawancarai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepala Gampong, karena kepala Gampong adalah sumber pertama atau tempat

masyarakat meminta berkas untuk keperluan mengurus akta kematian.

b. Masyarakat, karena masyarakat adalah orang yang harus mengikutsertakan

dalam kepemilikan akta kematian.

c. Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, orang

yang menerbitkan surat akta kematian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari jurnal,

buku-buku dan artikel ilmiah.

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data dari

kependudukan penulis menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan metode

pemilahan dan juga penyusunan klasifikasi data. Dimana metode ini memisahkan data yang

diperoleh lalu dilakukan klasifikasi untuk memperjelas data yang telah digunakan untuk

penelitian ini.

4 Ibid. hlm.55
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disdukcapil adalah salah satu lembaga pemerintah yang mengurus semua yang

terkait dengan data kependudukan. Lembaga pemerintah ini mempunyai tugas pokok

dan fungsi sebagai:

1. Pelaksaan urusan ketatausahaan;

2. Penyusunan program kerja tahunan,jangka menengah dan jangka

panjang;

3. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan

sipil;

4. Penyelenggaraan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

termasuk perizinan dan pelayanan umum, Pembinaan, pengawasan dan

pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan

pencatatan sipil;

5. Pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;

6. Pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berskala

kota;
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7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait

lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.2 Visi Disdukcapil

Visi Disdukcapil yaitu terwujudnya sistem pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib, akurat dan dinamis.

4.1.3 Misi Disdukcapil

Misi Disdukcapil adalah mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.1.3.1 Struktur Organisasi Disdukcapil
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Struktur Organisasi Disdukcapil

Sumber: Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017
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4.1.4 Kecamatan Kuta Raja

Kecamatan Kuta Raja yang di bentuk berdasarkan peraturan kepala daerah

istimewa Aceh Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Pembantu

pada Kabupaten Aceh Besar, Aceh Selatan dan Daerah Kota Banda Aceh dengan status

Kecamatan Pembantu. Kemudin setelah adanya Peraturan Daerah Kota Banda Aceh

nomor 8 tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan, statusnya ditingkatkan dari Kecamatan Pembantu Kutaraja menjadi

Kecamatan Kutaraja.

Kecamatan Kutaraja merupakan Kecamatan pemekaran dari 3 Kecamatan yaitu

Meraxa, Baiturrahman dan Kuta Alam dengan wilayah mencakup 6 Gampong yaitu

Gampong Keudah, Gampong Jawa, Gampong Pande, Pelanggahan, Lampaseh Kota,

danMerduati.1

4.1.4.1 Penduduk Kecamatan Kuta Raja

Berdasarkan data laporan pemerintah Kecamatan Kuta Raja Jumlah penduduk

pada Tahun 2016 sebanyak 13,826 jiwa, Tahun 2017 sebanyak 13,938 jiwa, dan Tahun

2018 sejumlah 14,194 jiwa, dari jumlah laki-laki dan perempuan dengan rincian seperti

pada Tabel 1.

1http://kutarajakec.bandaacehkota.go.id/profil-2/sejarah/, di akses tanggal 13 juli 2018, jam
15.25
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Tabel 1 Penduduk Kecamatan Kutaraja Tahun 2016 s/d 2018

No. Tahun Penduduk

1. 2016

Laki-laki Perempuan Jumlah

7,234 6,592 13,826

2. 2017
Laki-laki Perempuan Jumlah

7,252 6,686 13,938

3. 2018
Laki-laki Perempuan Jumlah

7,319 6,875 14,194

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 s/d 2018

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk Kecamatan Kuta Raja

terdapat lebih banyak jumlah penduduk laki-laki dari jumlah penduduk perempuan

yang di lihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

4.1.4.2 Pendidikan Masyarakat Kecamatan Kuta Raja

Tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan data laporan pemerintah

Kecamatan Kuta raja seperti terlihat pada Tabel berikut ini:
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Tabel 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Jawa

No PENDIDIKAN
JUMLAH

1 Belum sekolah 423

2 Tidak tamat SD 388

3 Tamat SD 299

4 Tamat STLP 419

5 Tamat SMU 1388

6 Tamat DIPLOMA 97

7 Tamat Sarjana 148

JUMLAH 3.162

Sumber : database penduduk desa Gampong Jawa Tahun 2017

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Pelanggahan

No PENDIDIKAN JUMLAH

1 Belum sekolah 701

2 Tidak tamat SD 232

3 Tamat SD 166

4 Tamat STLP 265

5 Tamat SMU 909

6 Tamat DIPLOMA 35

7 Tamat Sarjana 104

8 Srata I 204
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9 Srata II 15

10 Srata III 1

JUMLAH 2.632

Sumber : database penduduk desa Pelanggahan Tahun 2017

Tabel 4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Keudah

No PENDIDIKAN JUMLAH

1 Belum sekolah 151

2 TK 62

3 Tidak Sekolah 89

4 Tamat STLP -

5 Tamat SMU 898

6 Tamat DIPLOMA 12

7 Tamat Sarjana 62

8 SII 5

JUMLAH 1.279

Sumber : database penduduk desa Keudah Tahun 2017

Tabel 5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Merduati

No PENDIDIKAN JUMLAH

1 Belum sekolah -

2 TK -

3 Tamat SD 75

4 Tamat STLP 155
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5 Tamat SMU 975

6 Tamat DIPLOMA 92

7 Tamat Sarjana 174

JUMLAH 1.471

Sumber : database penduduk desa Merduati Tahun 2017

Tabel 6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Pande

No PENDIDIKAN JUMLAH

1 Belum sekolah 308

2 TK 120

3 Tamat SD 20

4 Tamat STLP 78

5 Tamat SMU 273

6 Tamat DIPLOMA 28

7 Tamat Sarjana 61

JUMLAH 988

Sumber :database penduduk desa Gampong Pande Tahun 2017

Tabel 7 Tingkat Pendidikan Masyarakat Lampaseh Kota

No PENDIDIKAN JUMLAH

1 Belum sekolah 167

2 TK 195

3 Tamat SD 340

4 Tamat STLP 465
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5 Tamat SMU 487

6 Tamat DIPLOMA 383

7 Tamat Sarjana 254

JUMLAH 2.291

Sumber : database penduduk desa Gampong Lampaseh KotaTahun 2017

Tabel di atas menjelaskan bahwa pendidikan masyarakat di Kecamatan Kuta

raja rata-rata berada pada tingkat tamat SMU berdasarkan dari data semua Gampong

yang ada di Kecamatan Kuta raja. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat

Kecamatan Kuta raja akan pendidikan itu sangat tinggi walaupun masih ditemukan

masyarakat yang belum bersekolah, dengan demikian partisipasi masyarakat juga

sangat diharapkan dapat berperan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

4.1.5 Struktur Tata Cara Pelaporan Akta Kematian di Kecamatan Kutaraja

Pelaporan akta kematian mempunyai tata cara tersendiri untuk lebih

mempermudahkan masyarakat untuk pelaporan akta kematian. Sebelum masyarakat

membuat pelaporan akta kematian, masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan

terlebih dahulu yaitu: 2

1. Surat pengantar RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan

Desa/Kelurahan;

2. Keterangan kematian dari dokter atau paramedic;

3. KTP dan kartu keluarga yang bersangkutan;

2Sumber data dari Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil. Tahun 2015
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4. Identitas 2 (dua) orang saksi;

5. Akta kelahiran yang meninggal bagi yang memilki.

Tata caranya pelaporan akta kematian dari hasil penelitian yaitu:

1. Penduduk terlebih dahulu datang ke petugas registrasi di desa/kelurahan

dan mengisi formulir surat keterangan kematian;

2. Kepala desa meneruskan formulir surat keterangan kematian ke Unit

Pelaksanaan Teknis Daerah(UPTD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil;

3. Pihak pejabat pencatatan sipil pada UPTD Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil mencatat dalam registrasi akta dan menerbitkan kutipan

akta kematian;

4. Ketika sudah diterbitkan akta kematian oleh pejabat pencatatan sipil lalu

diserahkan kepada pemohon atau mengirimkan melalui desa/kelurahan.
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Gambar 1 Contoh Akta Kematian

4.1.6 Data pelaporan akta kematian

Data pelaporan akta kemataian berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sebagai berikut:
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Tabel 8 Laporan Akta Kematian Tahun 2016 s/d 2018

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Database Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh

2016 2017 2018

BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JUMLAH 2 1 3 - 1 3 2 7 2 1 4 - JUMLAH 2 2 2 5 2 1 3 25 3 5 3 - JUMLAH 6 4 2 4 2 3 3 - - - - -

TOTAL 26 TOTAL 53 TOTAL 22

JUMLAH

ORANG

MENINGGAL

42 JIWA

JUMLAH

ORANG

MENINGGAL

82 JIWA

JUMLAH

ORANG

MENINGGAL

26 JIWA
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Tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2016 total yang mengurus akta kematian

berjumlah 26 Akta Kematian dengan jumlah orang meninggal 42 Orang, sedangkan di tahun

2017 totalnya yaitu berjumlah 53 Akta Kematian dengan jumlah orang meninggal 83 Orang,

dan pada tahun 2018 masih sampai di bulan juli dengan total 22 Akta Kematian dengan jumlah

orang meninggal 26 Orang. Masyarakat yang memilki akta kematian di tahun 2016 dan 2017

masih rendah di Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi

peningkatan masyarakat yang mengurus akta kematian, dikarenakan pada tanggal 26 april

Walikota telah menjalankan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Bantuan

Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Banda Aceh,

dengan besaran santunan sejumlah Rp. 3.000.000-, (Tiga juta rupiah). Peraturan ini juga

menjelaskan bahwa santunan kematian dapat disalurkan apabila yang meninggal dunia mulai

tanggal 26 April 2018 dan santunan kematian tidak dapat disalurkan lagi apabila pengajuan

santunan telah lewat 3 bulan dari waktu yang bersangkutan meningal dunia, santunan kematian

tidak dapat diberikan yaitu kepada;

1. PNS, TNI, POLRI, pegawai BUMN, pegawai BUMD;

2. Pensiun PNS, pensiun TNI, pensiun POLRI, pensiun pegawai BUMN, pensiun

pegawai BUMD;

3. Pimpinan dan Anggota DPR;

4. Terjadi bencana besar;

5. Bunuh diri;

6. Penyalahgunaan narkotika;

7. Tindak kejahatan;

8. Pelaksanaan putusan pengadilan;

4.1.7 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Kutaraja



14

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang mampu mempengaruhi kebijakan yang

dijalankan pemerintah. Dalam hal berpartisipasi, terdapat faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi partisipasi tersebut diantaranya adalah tingkat sosialisasi yang rendah dari

pemerintah sehingga masyarakat kurang mengetahuinya.

Berdasarkan diskusi yang diperoleh dari salah satu pegawai Kantor Camat menyatakan

bahwa masyarakat yang membuat akta kematian di Kecamatan Kuta raja Kota Banda Aceh

masih sangat minim.3 Hal ini di karenakan ada beberapa faktor sebagai berikut; Pertama,

masyarakat tidak mengetahui apa kegunaan dari akta kematian tersebut. Kedua, Dari pihak

Disdukcapil kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus akta kematian

bagi saudaranya yang sudah meninggal artinya pemerintah hanya mempostingkan informasi

seperti baliho di salah satu pusat kota sedangkan masih banyak masyarakat yang memang sama

sekali tidak melintasi jalan tersebut maka secara nyata masyarakat tidak mengetahui informasi

tersebut.

Ketiga, masyarakat menganggap bahwa proses akta kematian itu rumit. Karena secara

garis besar bahwa akta kematian ini sangat penting untuk masyarakat maupun untuk

pemerintah sendiri. Namun masyarakat sendiri tidak peduli akan kebijakan akta kematian ini,

walaupun secara teori masyarakat sudah mengetahui seberapa penting tingkat kewajiban

mengurus dan memiliki dokumen kependudukan.

4.1.8 Akta Kematian Online

Berdasarkan pada undang-undang No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi

Elektroknik, Pemeritah Kota Banda Aceh sudah menerapkan dalam proses pembuatan akta

kematian. Akta kematian dapat diurus oleh masyarakat Kota Banda Aceh secara cara online

3 Kantor Camat Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, tgl 31 mei 2018.
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melalui website yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Kebijakan ini

dikeluarkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam

sistem pemerintahan Kota Banda Aceh, dengan cara menerapakan sistem pemerintahan

berbasis elektronik (Elektronic Governance).

Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam

menerapkan kebijakan akta kematian secara online, salah satunya yaitu belum semua

masyarakat memahami bagaimana cara memanfaatkan sistem elektronik tersebut. Bukti dari

penerapan sistem E-governance ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sekretaris

Keuchik gampong Pelanggahan bapak Ferdiansyah pada tanggal 2 Juli 2018 yang mengatakan

bahwa:

“memang ada pembuatan akta kematian secara online, tetapi masyarakat di sini lebih
memilih untuk menyerahkan kepada Keuchik dari pada mengurus sendiri. Kemudian
masyarakat akan mengambil akta kematian tersebut apabila sudah selesai”4

Hal tersebut juga dipertegas pada wawancara yaitu dengan salah satu Keuchik

Gampong Jawa pada tanggal 2 Juli 2018 yaitu bapak Marlidon yaitu:

“Belummemberitahukan kepada masyarakat terkait adanya akta kematian online,
karena masyarakat lebih nyaman membuat melalui kami karena kalau langsung ke
disduk akan membuat masyarakat bolak balik, karena mereka kan memperlukan tanda
tangan keuchik, dan keterangan dari keuchik”.5

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sistem online justru belum dapat

membuat masyarakat berpatisipasi, melainkan hanya menyulitkan masyarakat saja. Hal

tersebut disebabkan karena tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kuta raja terkait

dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih sangat minim.

Namun pada dasarnya program ini dimaksudkan agar pembuatan akta kematian

menjadi lebih efektif dan efisien. Seluruh masyarakat bisa mengakses website yang telah

4 Wawancara dengan bapak Sekdes Ferdiansyah pada tanggal 2 juli 2018
5 Wawancara dengan bapak Keuchik Marlidon pada tangal 2 juli 2018
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disediakan oleh pemerintah dan bisa membuat akta kematian secara online tanpa harus ke

kantor. Alur pelayanan akta kemataian online ini yaitu:

Gambar 2 Alur Pembuatan Akta Kematian Online

Program ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mencegah

permasalahan dalam pengurusan akta kematian, hal ini dilakukan untuk mengurangi kesulitan

dalam mengurusi hal-hal yang bersifat administratif dengan pemerintahan, tetapi dari grafik di

atas menunjukkan bahwa adanya sistem yang masih berbasis manual pada proses pelaporan

akta kematian ini, seperti sebuah keterangan dari kepala desa sebagai salah satu syarat dalam

pengurusan akta kematian. Masyarakat menganggap bahwa pengurusan akta kematian online

ini justru membuat masyarakat yang ingin membuat akta kematian untuk keluarganya masih

rumit karena harus kerja dua kali antara Disdukcapil dengan kantor keuchik karena di sebabkan

hanya memerlukan sebuah persetujuan dari kepala desa.

Namun masih terdapat kendala dilapangan dari penerapan kebijakan ini, diantaranya

adalah tidak adanya ketersediaan untuk sebuah situs online yang membuat kepala desa

langsung terhubung jika masyarakat membuat akta kematian secara online, agar masyarakat

Keluarga
yang

mendaftar di
wibsite

Mengisi formulir
akta kematian

online

Pengesahan
Kepala Desa

Disdukcapil
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tidak harus mendapatkan persetujuan kepala desa secara manual tetapi sudah ada persetujuan

secara online dan masyarakat hanya mengisi segala sesuatu yang diperlukan pada pendaftaran

online hingga proses akta kematian selesai. Jika hal tersebut sudah di terapkan oleh pemerintah

dari kebanyakan masyarakat mungkin akan ada juga yang mendaftar melalui online.

Hanya saja dari alur yang sekarang membuat masyarakat berfikir bahwa lebih mudah

membuat akta kematian di kantor keuchik dari pada mengisi sendiri melalui online dan akan

meminta persetujuan dari kepala desa. Masyarakat yang mengurus akta kematian di kepala

desa juga tidak di kenakan biaya apapun, dari itulah masyarakat lebih memilih untuk mengurus

akta kematian di kantor keuchik yang menurut mereka lebih mudah dan cepat.

4.2 Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kematian

Pemahaman adalah sesuatu yang di ingat oleh seseorang dengan kemampuannya untuk

mengerti dan memahami sesuatu, yang mencakup kemampuan berpikirnya untuk makna dari

apa yang telah di pelajari.6 Pemahaman merupakan memberi makna dari pesan-pesan pelajaran

yang di sampaikan melalui pelajaran, buku dan sumber-sumber pelajar lainnya yang berupa

tulisan, lisan maupun grafik. Pemahaman yaitu kemampuan seseorang dalam memahami arti

dan konsep, serta apa yang diketahuinya. Seseorang akan memahami setelah sesuatu itu

diketahui dan dipahami olehnya sesuai dengan makna yang telah ditangkap dari suatu

penjelasan atau bacaan.

Kesadaran merupakan sadar akan perbuatan, sadar artinya merasa, tau atau ingat.

Seperti sadar akan suatu yang wajib dilakukannya. Kesadaran dan pemahaman masyarakat itu

sangat penting untuk sebuah kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah, karena jika

masyarakat tidak paham akan sebuah kebijakan tersebut nantinya akan berpengaruh kepada

tidak berjalan baiknya sebuah kebijakan.

6 Sudaryono, Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran, 2012, Yogyakarta: Graha Ilmu,. Hlm. 44
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Hasil penelitian dari data-data yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa pemahaman

dan kesadaran masyarakat tentang akta kematian di kecamatan Kutaraja masih sangat minim.

Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembuatan akta kematian bukan timbul begitu saja akan

tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk berpartisipasi.

Apabila masyarakat sudah paham dan sadar mengenai arti pentingnya akta kematian

itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri kedalamnya. Pada Kecamatan

Kuta Raja ini hampir dari semua masyarakat umum masih kurang paham akan pentingnya akta

kematian ini, terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat masih kurang paham akan

hal itu, salah satunya yaitu kurangnya sosialisasi dari aparatur gampong untuk membuat

masyarakat memahami pentingnya akta kematian tersebut dan faktor yang lain yaitu

masyarakat memang tidak ingin mengurus akta kematian karena tidak ada keuntungan yang

dapat diambil oleh masyarakat.

Apabila manfaat tersebut diketahui oleh masyarakat, secara tidak langsung masyarakat

akan bergerak dengan sendirinya untuk membuat akta kematian. Fakta ini dapat dilihat dari

hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Jawa yaitu:

“Dari masyarakat itu kurang sadar kalau akta kematian itu penting, padahal sudah
kami beritahu untuk membuat, dan juga kami sudah memberi tau manfaat pelaporan
akta kematian, tapi mereka masih tidak membuat. Mungkin mereka berpikir kalau akta
kematian itu memang tidak penting bagi mereka masyarakat yang biasa saja, tapi
penting buat pemerintah saja”.7

Dari wawancara dengan bapak keuchik merduati menjelaskan bahwa:

“Kerabat dari orang meninggal ini, dia kan kalau tidak perlu tidak mau mengurusnya,
kalau dia pegawai negeri kan dia perlu untuk taspen atau semacamnya itu dia mau
mengurus, tapi kalau masyarakat umum kita jemput kerumahnya itu pun enggak semua

7 Wawancara dengan Keuchik gampong jawa Ridwan AR tgl 2 juli 2018
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yang mau mengurus karena untuk apa buat mereka akta kematian kan mereka piker
tidak penting, kalau dia merasa perlu baru dia mengurus”.8

Pemahaman dan kesadaran masyarakat merupakan salah saatu indikator yang dapat

mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah tidak dapat memenuhi setiap

kebutuhan dari masyarakat apabila masyarakat tersebut tidak berpartisipasi. Secara

administrasi akta kematian merupakan data yang dimiliki oleh keluarga yang terkait dengan

salah satu anggota keluarga yang sudah mati. Akta ini sangat membantu pemerintah dalam

melengkapi data masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu yang sudah mati maupun hidup.

Selain akta kematian, data administrasi lainnya yang perlu dimiliki oleh masyarakat

Indonesia adalah akta kelahiran, akta pergantian nama, pengakuan anak/pengesahan anak, akta

perkawinan atau peristiwa lainya. Dengan adanya data administrasi ini seluruh peristiwa yang

terjadi dalam keluarga harus dilaporkan ke pencatatan sipil agar jika seseorang yang

bersangkutan atau berkepentingan maka mempunyai bukti yang jelas terkait dengan peristiwa

tersebut hak hukum seseorang jelas dan tegas.

Pemerintahan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada pemerintahan

daerah dalam upaya melengkapi data administrasi kependudukan sudah diberikan kepada

Dinas Pencatatan Sipil yang ada disetiap daerah yang ada di Republik Indonesia. Kinerja dari

Dinas Pencatatan Sipil ini sangat diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat

daerah terkait dengan pentingnya kepemilikan data administrasi seperti akta kematian bagi

setiap warga Negara Indonesia.

Berdasarkana sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah melalui Geucik

yang ada disetiap gampong di kecamatan Kuta Raja sudah hampir memenuhi syarat, adapun

bentuk sosialisasinya adalah dengan memasang papan informasi seperti baliho dan

8 Wawancara dengan keuchik gampong merduati Said Hasyim tanggal 3 juli 2018
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mengumumkan kepada masyarakat melalui maklumat yang diumumkan setelah shalat magrib

atau dengan langsung menemui warga. Dengan demikian secara tidak langsung masyarakat

sudah paham terkait dengan program ini. Dari pihak aparatur Gampong juga sudah

memberitahukan kepada masyarakat terkait kebijakan akta kematian. Berikut ini hasil

wawancara dengan salah satu Keuchik Kecamatan Kuta Raja yaitu:

“Dari kami aparatur desa sudah memberitahukan kepada masyarakat. Pemberitahuan
yang kami lakukan yaitu dengan pengumuman setelah shalat magrib”.9

Berikut juga di pertegas dari hasil wawancara dengan ibu Wardah yang merupakan

salah satu warga Kuta Raja yaitu:

“Sebelumnya saya tidak mengetahui tentang adanya kebijakan akta kematian itu, saya
sudah tinggal di sini sudah sangat lama semenjak saya lahir memang sudah di sini,
tetapi baru-baru ini saya pernah mendengar di radio bahwa dijelaskan betapa pentinya
membuat akta kematian, dan juga saya mendengar bahwa Walikota banda aceh baru
melaksanakan kegiatan pemberian santunan kematian kepada penduduk kota banda
aceh sejumlah 3 juta di radio tersebut, saya cuma mendengar, tapi tidak tau untuk apa
itu akta kematian.“10

Selanjutnya ibu Marlina juga mengatakan bahwa:

“Belum membuat akta kematian, saya cuma mengambil surat keterangan kematian aja
dari keuchik”.11

Wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat Kota Banda Aceh yang ada di Kuta

Raja sudah mengetahui program yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pembuatan akta

kematian yang memang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Dari data yang peneliti temukan

dilapangan, sudah banyak masyarakat yang sudah mengetahui kebijakan ini, meskipun bukan

9 Wawancara dengan bapak marlidon keuchik keudah tgl 2 juli 2018
10 Wawancara dengan ibu Wardah masyarakat kecamatan Kutaraja pada tanggal 2 juli 2018
11 Wawancara dengan ibu Marlina masyarakat kecamatan Kutaraja pada tanggal 2 juli 2018
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dari aparatur gampong itu sendiri bahkan mayarakat sudah mengetahui dari sumber lainnya

seperti radio.

Geuchik gampong Keudah yaitu bapak Marlidon, Ibu Wardah dan Ibu Marlina dalam

wawancara menjelaskan, bahwa dari pihak Geuchik sudah memberitahukan kepada

masyarakat, dan masyarakat juga sudah mengetahui apa itu akta kemataian. Namun dari salah

satu masyarakat yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa belum tahu apa manfaat dari

akta kematian tersebut. Dalam kasus ini menggambarkan bahwa sosialisasi yang dilakukan

oleh pemerintah kota Banda Aceh belum menyeluruh kepada masyarakat. Terdapat banyak hal

yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menigkatkan pemahaman kepada masyarakat

diantaranya adalah dengan membentuk tim kerja yang dapat bekerja langsung agar dapat

menjelaskan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Sebagian besar masyarakat Kuta Raja sudah mengetahui kebijakan ini namun tingkat

partisipasi dari masyarakat itu sendiri masih sangat rendah. Pada wawancara dengan Ibu

Marlina pada tanggal 2 Juli 2018, beliau mengatakan bahwa belum mengurus surat akta

kematian untuk keluarganya yang sudah meninggal, namun hanya mengambil surat keterangan

kematian saja dari geucik. Pada dasarnya geucik sudah mensosialisasikan kebijakan ini kepada

masyarakat, namun yang menjadi permasalahannya adalah masyarakat sendiri yang tidak

mengurusi akta kematian tersebut.

4.3 Partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian

Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat sangat berperan dalam

menyukseskan program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan,

diantaranya kebijakan pembuatan akta kematian yang bermanfaat sebagai catatan

kependudukan yang dapat membantu pemerintah dalam mendata jumlah penduduk secara
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Update. Dengan adanya partisipasi masyarakat akan memudahkan kinerja pemerintah, maka

dari itu masyarakat juga disebut sebagai penentu keberhasilan pembangunan.

Selama ini, keterlibatan masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya

manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangu.an sosial.

Dengan kondisi ini, peran serta masyarakat terbatas pada implementasi atau penerapam

program untuk menjadi kreatif, daya masyarakat tidak dikembangkan dari dirinya dan harus

menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar. Partisipasi mencapai bentuknya yang pasif

(Midgley, dalam Vidhyandika Moeljarto,1996)12.

Partisipasi merupakan suatu bentuk tanggung gugat yang memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk mengawasi apa yang sedang dikerjakan pemerintah13. Masyarakat

merupakan unsur penting yang mampu menyukseskan program dari kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah, dengan adanya partisipasi dari masyarakat pemerintah lebih

mudah menjalankan program tersebut. Partisipasi terbagi kedalam dua hal yaitu partisipasi

bebas dan partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas merupakan yang dilakukan oleh masyarakat

tanpa ada unsur paksaan yang berlandaskan pada hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah,

sedangkan partisipasi terpaksa adalah partisipasi yang membuat masyarakat terikat dengan

hukum apabila tidak mengurusi akta kematian, bisa saja berupa sangsi hukum yang diberikan

oleh pemerintah baik itu berupa denda yang harus di bayar oleh masyarakat maupun sanksi

hukum lainnya.

4.3.1 Partisipasi bebas

Partisipasi bebas adalah suatu yang melibatkan dirinya sendiri tanpa ada pemaksaan,

partisipasi bebas terbagi dua yaitu spontan dan terbujuk, partisipasi spontan dilakukan dengan

12 Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwidjoto. Manajemen pemberdayaan.PT Elex Media
Komputindo. Jakarta 2007. Hal.13-114

13 M. Jason patlis. Pedoman umum penyusunan peraturan daerah pengeloaan hutan. Jakarta. Center Of
International Forestry Reserch. 2000. Hal. 12
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keinginan sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain ataupun pengajakan dari lembaga-

lembaga. Partisipasi terbujuk adalah dilakukan adalah dengan jika sudah dipengaruhi oleh

orang lain14.

Partisipasi dalam pelaksanaan ini nantinya berpengaruh kepada baik tidaknya sesuatu

kegiatan yang ingin dijalankan. Dari hasil wawancara dengan Keuchik di Kecamatan Kuta Raja

yaitu:

“sebelum itu pemberitahuan dari Disdukcapil sudah, mereka memberitahukan melalui
surat, kalau kami dari pihak keuchik hanya memberitahukan masyarakat dengan cara
mengumumkan di mesjid setelah shalat maghrib. Masyarakat sih masih banyak yang
tidak mengurus.15

Jawaban yang sama juga di jelaskan oleh Keucik Gampong Jawa Bapak Ridwan AR

yaitu:

“sebenarnya seperti akta kematian ini sudah sangat lama, tapi tidak familiar, tapi itu
sebenarnya sudah lama terkait dengan akta kematian, jadi mungkin kurang sosialisasi
makanya masyarakat masih banyak yang tidak tau, kalau tau pun cuma sekedar tau-
tau gitu. Selama ini Keuchik hanya mengeluarkan surat kematian karena ada kaitannya
kami dengan laporan misalnya berapa yang lahir, berapa yang meninggal dan lain-
lain itu selama ini belum pernah oleh yang bersangkutan ditindaklanjuti dengan
mengurus akta kematian ke kantor Disdukcapil, makanya kan gak heran kan kalau kita
kaikan dengan pemilu, masih banyak data yang sudah meninggal masih muncul,
karena data itu tidak terhapus, karena dia tidak prnah mengurus surat akta kematian,
sekarang kan sudah ada bantuan 3 juta dari Walikota Banda Aceh untuk orang yang
mengurus akta kematian, sekarang lah sudah ada yang mau mengurus.16

Di atas menunjukkan bahwa pelaksaan akta kematian di Kecamatan Kuta Raja masih

sangat rendah dalam hal pelaksanaannya, masyarakat masih enggan untuk mengurus akta

kematian karena mereka menganggap bahwa akta kematian tersebut tidak penting bagi mereka,

14Johan, septiana.Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di kecamatan
cibadak kabupaten lebak, Serang Banten. 2013 Hal.29-30

15 wawancara dengan Keuchik di Kecamatan Kutaraja, Bapak Marlidon pada tanggal 2 juli 2018
16 Wawancara dengan keuchik kecamatan Kutaraja Bapak Ridwan AR pada tanggal 2 juli 2018



24

dalam hal ini di perkuat dari hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Kecamatan

Kuta raja yaitu Bapak Muhammad yaitu;

“Belum, karena tidak ada manfaat bagi kami yang masyarakat biasa-biasa di sini”.17

Berdasarkan teori partisipasi, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi

masyarakat dalam pembuatan akta kematian ini berpartisipasi secara bebas tanpa ada unsur

paksaan yang melandasi masyarakat untuk membuat akta kematian. Sedangkan dalam Undang-

undang dijelaskan bahwa terkena sanksi Administrasi jika pelapor kematian yang melampaui

batas waktu 30 hari (tiga puluh hari) sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai dengan sanksi paling

banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Kebijakan sanksi ini sudah dikeluarkan oleh

pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun 2015 hingga 2018 belum ada masyarakat yang terkena

sanksi ini. Hal ini juga menguatkan fakta bahwa masyarakat belum berpartisipasi sepenuhnya,

dan masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akta kematian tersebut.

4.3.2 Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan langkah yang dilakukan oleh

masyarakat dalam mengikuti kebijakan yang dikeluarkan. Misalnya dalam pembuatan akta

kematian oleh masyarakat yang sudah sadar dengan maksud dan tujuan yang ada dibalik

kebijakan ini. Namun dari data yang peneliti temukan di lapangan sudah banyak masyarakat

yang mengetahui kebijakan tersebut namun tidak ingin berpartisipasi. Hal tersebut dapat

dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

Wawancara dengan Sekretaris Keuchik Kecamatan Kuta Raja yaitu dengan bapak

Ferdiansyah yaitu:

17 Wawancara dengan bapak Muhammad masyarakat Kutaraja pada tanggal 4 juli 2018
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“kami dari Aparatur Gampong sudah melakukan rapat, dan kami juga ada
pemberitahun dari kadus-kadus untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait
dengan akta kematian, tetapi masyarakat sendiri yang tidak mau bergabung.18

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Wati salah satu masyarakat Kecamatan Kuta Raja

yaitu;

“di Kecamatan ini dek kalau ada rapat-rapat seperti itu paling yang ikut ya kebanyakan
laki-laki ya, kalau dari pihak perempuan jarang, tetapi yang saya lihat kalau rapat
tentang akta kematian ini masyarakat banyak yang masih kurang berpartipasi.19

Berdasarkan atas informasi yang diberikan oleh beberapa informan di atas

memperlihatkan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan di Kecamatan Kuta raja,

masih belum berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang diinginkan. Pemerintah kecamatan

Kuta Raja tidak melibatkan elemen masyarakat dalam hal pengambilan keputusan terkait

dengan program ini. Dengan hadirnya tokoh penting dalam masyarakat baik itu laki-laki

maupun perempuan justru akan lebih mudah menyadari masyarakat bahwa manfaat dari akta

kematian ini tidak hanya dirasakan oleh sebelah pihak saja. Keikutsertaan tokoh perempuan di

dalam rapat juga sangat berdampak besar pada keberhasilan program. Hal ini dikarenakan

tokoh perempuan akan lebih mudah bersosialisasi dan berkomunikasi langsung dengan Ibu

Rumah Tangga (IRT) yang ada di kecamatan Kuta Raja.

Partisipasi adalah suatu keterlibatan masyarakat dalam suatu organisasi, pada masyarakat

Kecamatan Kuta raja dari tahun 2016 sampai 2017 itu hanya sedikit yang mengurus akta

kematian, tapi pada tahun 2018 saat adanya peraturan Walikota tentang santunan tiga juta,

masyarakat terlihat sudah ada kemauan untuk mengurusnya, hal tersebut dikarenakan bahwa

18 Wawancara dengan Sekretaris Keuchik Kecamatan Kuta raja bapak Ferdiansyah pada tanggal 4 juli
2018

19 Wawancara dengan Ibuk Wati masyarakat Kecamatan Kuta raja pada tanggal 4 juli 2018
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mendapat santunan, masyarakat berpikir ada manfaat untuk mengurus akta kematian karena

mendapat uang.

Pada tahun 2016 dan 2017 masih ada masyarakat yang tidak peduli akan hal pengurusan

akta kematian tersebut. Akta kematian ini seharusnya pemerintah lebih meyakinkan

masyarakat untuk membuat, tanpa pengurusan akta kematian data seseorang yang telah

meninggal akan selalu ada dalam data kependudukannya, jika ada pelaksanaan pemilu akan

terdapat data-data kepedudukan yang tidak akurat.

Jika akta kematian tidak dilaporkan, pemerintah tidak bisa menghapus masyarakat

dengan semena-mena tanpa ada laporan terlebih dahulu. Karena banyak hal yang akan terjadi,

misalnya komplen dari masyarakat yang datanya telah dihapus, dan ditakutkan ada data yang

ganda. Berikut ini hasil wawancara dengan bapak Daeng Mustoffa yaitu:

“kami tahu jika salah satu dari masyarakat ada yang telah meninggal, namun dari
pihak pemerintah sendiri tidak bisa menghapus data kependudukannya tanpa ada
laporan terlebih dahulu. Jika kami menghapus secara sebelah pihak nantinya akan ada
kesalahpahaman antara masyarakat dengan kami”.20

Dengan demikian dampak dari partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi

kesejahteraan masyarakat itu sendiri, masyarakat yang tidak berpartisipasi justru akan

menyulitkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari akta kematian dapat

kita ambil sebagai contoh bagaimana pemerintah kesulitan dalam mencatat data

kependudukan, data kependudukan yang tercatan dengan lengkap dan update justru akan

membuat pemerintah menjadi lebih mudah dalam melihat apa yang dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah tidak dapat berperan satu pihak apabila tanpa partisipasi dari masyarakat,

karena akan terjadi banyak perselihan antara pemerintah dengan masyarakat. Apabila hal

20 Wawancara dengan bapak Daeng Mustoffa yang merupakan Kabid Capil pada tanggal 09 juli 2018
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tersebut terjadi maka peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat justru akan dipandang

buruk oleh masyarkat apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik data kependudukan merupakan

indikator yang mendukung, dengan data masyarakat yang lengkap baik itu data laki-laki,

perempuan, anak-anak, lansia, masyarakat miskin dan masyarakat yang sudah meninggal dapat

memudahkan pemerintah dalam mensejahterakan warga. Artinya akan mengurangi kesalahan

yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengeluarkan program.

Data kematian yang dimiliki oleh pemerintah secara Update mampu mengurangi

kerugian pemerintah, pada praktiknya banyak program pemerintah yang rugi diakibatkan

karena masyarakat tidak memiliki akta kematian, salah satunya ada dalam penyelenggaraan

pemilu yang kelebihan surat suara dikarenakan masyarkat meninggal tidak ada yang melapor.

Pada program bantuan raskin juga didapat oleh warga yang meninggal. Dengan ini partisipasi

masyarakat sangat membantu pemerintah.

Berdasarkan temuan lapangan dan hasil penelitian ini peneliti menemukan program

lainnya yang di lakukan pemerintah untuk membuat masyarakat mengurus akta kematian,

adapun program tersebut adalah tunjangan kematian yang diberikan kepada keluarga yang

membuat akta kematian pada tanggal 26 April 2018.

Fakta lapangan yang peneliti temukan dari hasil penelitian ini masyarakat umum masih

banyak yang tidak membuat akta kematian sebelum diterapkannya program santunan Tiga juta.

Namun ada bereberapa masyarakat yang mengurusi akta kematian yang berdasarkan pada

kebutuhan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Republik Indonesia (TNI), Polisi

Republik Indonesia (POLRI) dan pegawai negeri lainnya untuk mengurus peralihan gaji

pensiun yang sudah meninggal, dan akta kematian ini dimanfaatkan untuk diri sendiri salah
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satunya adalah akta kemtian yang dimanfaatkan dalam cerai mati. Pegawai Negara

membutuhkan akta kematian dalam pengadilan apabila ingin melakukan pernikahan lagi.

Masyarakat kecamatan Kuta Raja dalam kasus ini tidak ada unsur paksaan dalam proses

kebijakan, melainkan partisipasi bebas. Partisipasi bebas yang berlandaskan pada keikutsertaan

masyarakat dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa ada unsur paksaan. Dari

data di atas yang peneliti temukan bahwa kepemilikan akta kematian ini tidak dimiliki oleh

seluruh warga Kuta Raja yang sudah meninggal. Partisipasi bebas dari masyarakat yang

mengurus akta kematian ini hanya sebatas kebutuhan saja, bahkan masih ada masyarakat yang

tidak tahu apa manfaat dari akta kematian tersebut. Berikut hasil wawancara dengan ibu Isna

yaitu:

“Sebelumnya saya kan tidak tau apa manfaat dari akta kematian ini, jadi saya mau
mengetahui manfaatnya dulu”.21

Dan hasil wawancara dengan bapak Keuchik Lampaseh Kota, Joko Suheman yaitu:

“dari kami sudah memberitahukan dan juga sudah mengumumkan kepada semua
masyarakat, tetapi mereka emang tidak ada yang mau mengurus, karena mereka
berpikir tidak penting bagi mereka, tetapi setelah adanya tunjangan tiga juta itu baru
banyak yang mengurus”.22

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat Kutaraja

dalam kepemilikan akta kematian masih rendah pada tahun 2016 s/d 2017, dapat di lihat dari

grafik di bawah:

21 Wawancara dengan ibu Isna masyarakat kecamatan Kuta raja pada tanggal 4 juli 2018
22 wawancara denagan bapak keuchik lampaseh kota joko suheman tgl 3 juli 2018
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gambar 3 Grafik pelaporan akta kematian Kecamatan Kuta Raja23

Grafik di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara tahun sebelumnya dengan

tahun sekarang, di mana ada sebuah perbedaan yang bisa menjelaskan bahwa pelaporan akta

kematian ini meningkat.

23 Dinas kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2016 s.d 2018, tabel 8.
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BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah peneliti uraikan terkait dengan

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembutan Akta Kematian di Kota Banda Aceh, dengan

ini menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Banyak masyarakat yang sudah mengetahui program pembuatan akta kematian, akan

tetapi masih ada masyarkat yang belum mengetahui manfaat dari akta kematian

tersebut, meskipun pemerintah sudah mensosialisasikan kepada masyarakat.

Masyarakat Kota Banda Aceh kususnya di Kecamatan Kuta Raja dalam hal ini masih

kurang berpartisipasi dalam membuat akta kematian meskipun pemerintah sudah

melakukan program sosialisasi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait

dengan pentingnya membuat akta kematian bagi masyarakat yang sudah meninggal.

2. Pada tahun 2016 s/d 2017 partisipasi masyarakat masih rendah, akan tetapi pada

tahun 2018 sudah ada peningkatan hal tersebut dikarenakan adanya peraturan

walikota tentang santunan kepada masyarakat yang sudah meninggal pada tanggal 26

April 2018 dan seterusnya. Namun sebelum diterapkannya peraturan walikota

tersebut, tingkat pelaporan masih rendah. Adapun alasan yang mempengaruhinya

karena tidak mendapatkan tunjangan tersebut.

1.2 Saran

1. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),

pemerintah harus bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dalam bentuk program yang mampu



menyadarkan masyarakat bahwa setiap program yang dilakukan oleh pemerintah

sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat tanpa partisipasi dari masyarakat

program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Dengan pemahaman tersebut

akan membuat masyarakat sadar dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah.

Kebijakan santunan RP. 3.000.000,- yang diberikan kepada setiap masyarakat yang

membuat akta kematian yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh justru

menguntungkan masyarakat yang mengurus setelah tanggal 26 April 2018 saja.

Namun yang perlu dilakukan pemerintah adalah membentuk tim kerja yang

memfokuskan pada pembuatan dokumen administrasi yang wajib dimiliki oleh

masyarakat seperti akta kematian dan dokumen lainnya dengan cara membimbing

masyarakat hingga selesai membuat dokumen tersebut. Program lainnya juga bisa

berupa “pemerintah saweu gampong” atau ”sistem jemput bola” dan sejenisnya,

yang bisa menggunakan fasilitas Negara seperti mobil dinas. Tidak hanya

menyadarkan masyarakat untuk membuat akta kematian melainkan dokumen

lainnya. Program ini berguna dikarenakan masih ada masyarakat kita yang sama

sekali tidak mengerti mengenai kebijakan ini, dan juga ada terdapat masyarakat yang

enggan membuat dengan alasan tidak mengetahui apa manfaatnya. Maka dari itu

program tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat lebih berpartisipasi dan

mendukung setiap program yang dilakukan oleh pemeritah.
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PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN UNTUK KEUCHIK KECAMATAN KUTA RAJA

1. Apakah sebelumnya sudah pernah ada pemberitahuan tentang kepengurusan akta

kematian dari disdukcapil untuk para aparatur gampong. Jika ada, seperti apa

pemberitahuannya?

2. Sudahkah bapak sosialisasikan kepada masyarakat, Bagaimana sosialisasi yang

berlangsung? Jika belum mengapa?

3. Apakah ada strategi yang dibuat oleh aparatur gampong agar masyarakat mau mengurus

akta kematian, jika ada bagaimana strateginya?

4. Apakah masyarakat mau berpartisipasi dalam kepemilikan akta kematian?

5. Apakah bapak sudah mensosialisasikan program akta kematian online kepada

masyarakat, jika sudah apakah masyarakat berpartisipasi membuat akta secara online?



PEDOMAN WAWNCARA

Pertanyaan dengan bagian Kabid Capil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Kota Banda Aceh

1. Apakah sudah ada sosialisasi dari disdukcapil terkait akta kematian sebelumnya, jika

sudah, bagaimana strategi sosialisasinya?

2. Apa hasil yang diharapkan dari sosialisasi tersebut?

3. Apakah sudah tercapai tujuan yang di inginkan disdukcapil terhadap masyarakat?

4. Bagaimana program peningkatan cakupan akta kematian sekarang?



PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya kebijakan akta kematian, jika mengetahui,

Apa yang bapak/ibu ketahui tentang akta kematian, Apakah tujuan dari kebijakan akta

kematian tersebut yang anda ketahui?

2. Apa pernah sebelumnya bapak/ibu dengar atau melihat langsung sosialisasi dari

pemerintah terkait akta kematian tersebut, jika ada, pernahkah bapak/ibu mengikuti

sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah?

3. Apakah bapak/ibu sudah membuat akta kematian untuk keluarga bapak/ibu yang sudah

meninggal, Jika belum, mengapa bapak/ibu tidak mengurusnya?

4. Apakah ibu/bapak mengetahui tentang adanya perwal terkait santunan yang diberikan

walikota kepada masyarakat yang mau mengurus akta kematian yang meninggal pada

tanggal 26 april 2018 sampai seterusnya?
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